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WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimhangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
serta Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah periu menetapkan
Peraturan Daerah lentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

%
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Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Ofonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1899 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor
3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Padang (Lembaran Negara Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Paratqran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4164);
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Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tamoahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraluran Pemerintahan Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024);

Peraturan Pemerintahan Nomor 108 Talun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Momor 4090);

Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Megara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139),

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

Kepulusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolzan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3231 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
tentang Bentuk Produk—produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan
Represif Kebijakan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor
06);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08};



25. Peraturan Daerah Kcta Pagang Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Dagrah Tahun 2001
Nomor 09);

96. Paraturan Daerah Keta Padang Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001

Nomar 10),
Dengan Persefujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG POKOK - POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.

2
3
4
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Daerah adalah Kota Padang.

. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kota Padang.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjuinya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Knta Padeng.

Perangkat Daerah adalah badanfembaga pada Pemerintah Daerah yang berianggungjawab
kepada Walikota dan membantu Walikola dalam penyelenggaraan pemennlahan yang lerdiri
atas Sekretarial Daerah, Sekrefanal DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Uaarah,
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala Denfuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah lersebut, dalam kerangks
pemenuhan kebityhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah, selanjuinya disebut APBO, adalah suatu rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daersh adalah semua penerimaan yang merupakan hak Qaerah dalam satu lakun
anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode
tahun anggaran tertenlu yang akan menjadi pengsluaran Kas Daerah.

Anggaran Kinenja aﬁqlah sualu system anggaran yang mengulamakan upaya pencapaian hasil
kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan berdasarkan iolok
ukur kinerja, standar analisis belanja dan slandar biaya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabal dan atau pegawai Daerah yang
berdasarkan peraluran perundang - undangan yang benaku diberi kewenangai ferertu dalam
kerangka pengefolaan kewangan daersh,

_Femegang Kekuasaanl Umum Pengelolaan Keuangan Oserah adaiah Walikota yang karena
jabatannya memgpunyal kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan

daerah dan mempunyai kewsjiban menyampaikan penlanggungiawaban  atas pelaksanaan
kewenangan tesebut kepada DPRD.
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Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oieh Pemegang Kekuasaan
Umum Pengelolaan Keuangan Daerah uniuk mengelola penenmagn dan pengeluaran Kas
Daerah sarta segata bentuk kekayaan Daerah lairnya.

Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran
belanja daerah.

Pemegang Kas adalah seliap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melfaksanakan kegialan
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerfa Pengguna Anggaran
Daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang dileniukan oleh Bengahara Umum
Daerah.

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daersh yang merupakan hak dan kewajiban
Daarah yang belum terpenuni pada tahun sebelumnya, serla franseksi untuk menutupi atau
memantaalkan selisih antara Pendapatan Daersh dan Belanja Daerah pada tahun berjaian.

Penerimaan Daerah adaleh semua penerimaan Kas Daerah dalam penode fahun anggaran
terteniy.

Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran
tertentu.

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenzan {berjalan) adalah selisih lebih dari surplus /defisit
ditambah komponen-kompanen pembiayaan berupa pengeluaran daerah dalam perfitungan
APBD iahun anggaran berjalan.

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Laiu adalah selisih lebih realisasi pendapaten dan
pangeluaran .

Fiutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pibak lain kepada
Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa cleh Daerah atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barang Daerah adafah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana
yang barsumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Dana Cadangan adalsh dana yang disisihkan uniuk menampung kebuluhan yang memerlukan
dana relatf cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu 1ahun anggaran dan  uniuk
keperluan yang sifzl mendesak.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagal akibat penyerahan vang,
barang dan atav jasa kepada Daerah alau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Neraca Pemerintahan Daerab adalah laporan yang menggambarkan posisi  keuangan
Pemerintahan Daerah berupa kekayaan (aktiva) Daerah, Utang Daerah dan Ekuitas Dana pada
sazl lereniu.

Desentralisasi adalah paryerahan weweniang pemenntahan glgh pemernnlah kepada Oaerah
Otonom dalam kerangka Negara Kesatuar Republik Indonesia.

Rencana Strategis, sefanjutnya disebut Renstra, adalah menspakan pedoman pelaksanaan
penyelenggaraan Pemeriniah Daerah dan penjabaran dan dokumen Pola Dasar Pembangunan
Daerah serta Program Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, fujuan, sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan serla indikator kinerja yang akan dilakukan Pemerintah Daerah selama &

(lima} tahun kedepan yarg ditetapkan oieh Walikota atas persetujuan DPRD dalam beniuk
Peraturan Daerah,

29. Perencanaan program dan kegialan adalah perencanaan operasional yang disusun pada seliap

tahun anggaran.

. Keglatan jangka pajang (multi years project] adalah proyek fisik yang merupakan saty kesatuan

dalam konirak induk yang penyelasaiannya/pelaksanaannya memerukan wakiu lebih dari saty
tahun anggaran.



31. Pengadaan barang dan jasa adalah usaha alau kegiatan pengadaan barang jasa yang
diperiukan oleh pemerintah Kota Padang yang meliputi : Pengadaan barang, jasa pemborongan,
jasa konsultasi dan jasa lainnya.

32. Jasa pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud
fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan
proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.

33. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka
mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti Iunafk dan disusun secara
sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna Jasa.

34. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, Jasa
Pemborongan dan pemasokan barang.

35. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan sebag;i
pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia
barang/jasa serta evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan.

36. Kontrak adalah perkatan antara kepala kanfor/satuan kena/pemimpin kegiatanfbagian
kegiatansebagai pengguna barangfjasa dengan pemasok atau kontraktor atau konsullan sebagal
penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

37. Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis berkut seluruh lampirannya yang memuat
persyaratan dan ketentuar yang harus dipenuhi oleh para pihak.

38. Pengguna barang/Jasa adalah kepala kantor /satuan kerja/ pemimpin kegiatan/bagian kegiatan/
pejabat lain yang disamakan/ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang mernberi tugas kepada
penyedia barangfasa untuk melaksanakan pekeraan lertentu guna memenuhi kebuluhan
barang/jaza iertentu Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

39. Penyedia barangfjasa adalah perusahaan atau mitra kerja yang melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang terdin dan kontraktor, pemasok, konsultan, Usaha Kecil, koperasi, perguruan
tinggi, Lembaga llmiah Pemerintah dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM).

BAB Il
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Fasal 2

(1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah selaku pemegang
kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

(3) Pemegang IKekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang:

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
Pejabat yang diberi wewenang menandalangani surat permintaan pembayaran (SPP);
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek;

Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

~ ® a e oo

Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta
segala bentuk kekayaan daerah lainnnya;



g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rgngka
pelaksanaan APBD di sefiap Unit kerjia Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya
disebut Pemegang Kas, Pemegang Barang dan Pembantu Pemegang Kas;

h. Pejabat yang diben wewenang menandatangani sural bukl’ dasar pemungulan pendapatan
daerah,

i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukli pendapatan
lainnya yang sah; dan

j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak keliga
yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

(4) Selaku pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Daerah dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya
kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah.

(5) Fungsi dan tugas pokok pejabat pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang
berlaku.

(6) Keputusan sebagaimana disebutkan pada ayat (5} hanya berlaku untuk dan dalam tahun tertentu
kecuali tevhadap pelaksanaan kegiatan jangka panjang ( mulli years project).

Bagian Kedua
Bendahara Umum Daerah

Pasal 3
Bendahara Umum Daerah bertugas untuk menata usahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
Pasal 4
(1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
(2) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
(3) Pembukuan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentahukan kepada
DPRD.

Pasal 5
(1) ufang milik Daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan dan atau
diinvestasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

(2) Bunga Deposito, bunga giro dan penerimaan dar investasi jangka pendek merupakan

gendaﬁalan Daerah, yang mekanisme dan pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala
aerah .

Pasal 6

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank untuk mencocokkan saldo kas
menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Laporan Bank.

Pasal 7
Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran

uang secara harian kepada bagian yang melaksanakan akuntansi keuangan pemerintahan Daerah
sebagai dasar pencatatan iransaksi penerimaan dan pengeluaran kas.



Bagian Ketiga
Pzngguna Anggaran

Pasal 8

(1) Kepala Unit Kerja pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penata usahaan anggaran
yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

(2) Kepala unit kerja pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh pemegang
kas sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Kepala uriit kerja pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya
kepada Kepala Daerah melalui pejabat pengelola Keuangan Daerah .

Bagian Keempat
Pemegang Kas dan Pemegang Barang

Pasal 9

(1) Di setiap unit kerja perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) pemegang kas untuk melaksanakan tata
usaha keuangan Daerah dan 1 (satu) pemegang barang untuk melaksanakan tata usaha

Barang Daerah.

(2) Pemegang kas dan pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan
non structural ffungsional yang lidak boleh merangkap sebapai pejabat pengelola keuangan
daerah lainnya.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan penataatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat
(1), pemegang kas dan pemegang barang dapat dibantu oleh beberapa pembantu pemegang
kas dan pembantu pemegang barang.

(2) Pada perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pendapatan Asli Daerah, tugas kasir
dibagi menjadi kasir penenma Uang dan kasir pembayar Uang.

(3) Pada perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penata usahaan keuangan Daerah,
pemegang kas ditambah seorang pembantu pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP gaji.

(4) Pemegang kas dan pembantu pemegang kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.

Pasal 11

(1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, satuan pemegang kas dilarang
menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Unit Kerja
Perangkat Daerah.

(2) Satuan pemegang kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) wajib menyetor seluruh
uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening kas Daerah paling lambat satu hari kerja
sejak saat uang kas tersebut diterima.

(3) Pengecualian batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah,

Bagian Kelima
Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan

hertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dangan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.



Pasal 13

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran lertentu.

Pasal 14

Tahun fiskal APSD sama dengan tahun fiskal Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 15

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicalat dan dikelola
dalam APBD.

(2) APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
merupakan dokumen Daerah.

Pasal 16

APBD disusun dengan pendekatan kinera.

Pasal 17

(1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan tersedianya
penerimazan Daerah dalam jumlah yang cukup.

(2) Dalam APBD dapat dianggarkan Belanja Operasional untuk menunjang kelancaran kegiatan
pemberian layanan pada masyarakal dan kegiatan untuk meningkatkan penermaan daeran
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18
(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas fertinggi untuk seliap jenis
belanja.

(3) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD Tahun yang lalu dicatat sebagai saldo awal pada APED
tahun benkutnya, sedangkan realisasi sisa perhitungan APBD Tahun berjalan dicatal sebagai
saldo awal pada APBD tahun berjalan.

Pasal 19

Semua fransaksi keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan
melalui Kas Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 20
(1) D_Iaerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran atau kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak.

(2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana
Alokasi khusus, Utang dan Dana Darurat.

(3) Dana Cadangan dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari unsur Pimpinan DPRD.



Bagian Keenam
Sisiern Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 21

(1) Sistem akuntansi yang melipuli proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan
transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka palaksanaan
APBD, dilaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuniansi yang berterima umum.

(?) Sistem akuntansi sebagaimana dimeksud pada ayal {1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dasrah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 27

(1) Untuk mengalur pengorganisasian dokumen, uang, barang, catelan akuntansi dan laporan
keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi.

(2) Sistem dan Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari;
a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penenmaan Kas;
b. Sistern dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran kas; dan
c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas.

{3) Sisten dan Prosedur akuntansi sebagimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan
Kaputusan Kepala Daerah.

BAB I
KERANGKA DAN GARIS BESAR PROSEDUR FENYUSUNAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD

Fasal 23

(1) Siruktur APBD merupakan Satu kesatuan yang terdin Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pads ayal (1) meliputi semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Daerah dalam saty tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas
Daerah,

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup
defisit atau untuk memenfaatkan surplus.

Pasal 24

f1) S_truklur APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) diklasifikasikan sesual dengan
bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan Perundang—undangan,

(2} Dal@m‘_l rangka standarisasi kode rekening yang sesuai dengan kiasifikasi untuk penyusunan
stalishk keuangan pemerintah, bidang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
disesuaikan dengan jenis kewenangan Daerah,

(3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dyat {1) dilaksanakan cleh Unil Kerja
Perangkat Daerah yang berlindak sebagai pusat-pusal pertanggungjawaben sesuai dengan
tugas poicok dan fungsi masing-masing.

(4) Susunan Ridang Penpﬂntahan dan Unit Kerja Perangkat Dasrah dalam APBD ditetapkan
dengan kepulusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang—undangan yang beraku.
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Pasal 25
Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 26

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat {1}_dirinci menurut ketpmpc_uk
pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Yang Sah.

(2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, sefiap jenis pendapatan dirinci
menurut objek pendapatan dan setiap objek pendapatan dinnci menurut rincian objek
pendapatan.

(3) Susunan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Belanja Daerah
Pasal 27

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) terdin dari bagian belanja
Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.

(2) Masing - masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok
belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan seria
Belanja Modal.

(3) Setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Belanja Modal, dirinci
menurut jenis belanja yang meliputi Belanja Pegawai / Personalia, Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Operasional.

(4) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayal (3), dinnci menurul objek belanja dan
setiap objek belanja dinnci menurut nncian objek belanja.

(5) Susunan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 28

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan knteria sebagai
berikut :

1. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam
transaksi pembelian dan penjualan.

2. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu
piutang.

3. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyeriaan modal atau investasi.
Pasal 29

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah merupakan surplus
alau defisit anggaran.

(2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan
Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.



(3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terjadi apabila Anggaran Pendapalan
Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah
Pasal 30

(1) Pembiayaan dimaksudkan dalam fransaksi Keuangan Daerah adalah uniuk menutupi defisit dan
atau untuk memafaatkan surplus .

(2) Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

(3) Penerimaan Pembiayaan dirinci menurut jenisnya yang terdiri dari sisa lebih perhitungan Iiahun
anggaran yang lalu, transfer dari Dana Cadangan, penerimaan dan Pinjaman dan Pemuatan
Obligasi dan hasil penjualan Asset Daerah yang dipisahkan seta Urusan Kas dan Perhitungan
(UKP ).

(4) Pengeluaran Pembiayaan dirinci menurut jenisnya yang terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan,
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, pembayaran Hutang Pokok yang telah jatuh tempo dan
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan serta Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ).

Bagian Kelima
Dana Depresiasi

Pasal 31

(1) Aset Daeran berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara
langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metlode yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah berdasarkan umur ekonomisnya.

(2} Pemerintah Daerah dapal membeniuk Dana Depresiasi aset Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.

(3) Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,

(4) Keputusan Kepala Daerah setagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tujuan, besaran,
dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian akliva tetap yang dibiayai dari Dana
Depresiasi tersebut.

(5) Dana Depresia_si yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi
tahunan Penernimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Utang Daerah dan Dana Darurat.
Pasal 32

(1) P_mgisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) sefiap tahun
dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Transfer ke Dana

Depresiasi.

(2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada:
a. Kelompox Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana Depresiasi;
b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal,

Pasal 33

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis

Penerimaan Daerah, Objek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumiah vang akan diteri
; ; erima
dalam tahun anggaran berkenaan. i e
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(2) Program dan kegialan yang dibiayai dengan Pinjaman Caerah dianggarkan pada pggian,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja sesuai dengan penggunaan Pinjaman
Daerah.

Pasal 34

{1) Jumlgh Pinjaman yang jafuh tempo dianggarkan pada Keiompok Fembiayaan, Jenis
Pengeluaran Dagrah, Objek Pembayaran Pokok Finjaman.

(2) Jumizh bunga, denta dan biaya administrasi Pinjaman yang akan dibayar disnggarkan pada
Bagian, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja Administrast.

Bagian Keenam
Dana Cadangan

Pasal 35

Pembeniukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dan
dfituangkan dalam APBD.

Pasal 36

(1) Pengisian Dana Cadangan seliap tabun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis
Pengeluaran Daersh, Cbjek Transfer ke Dana Cadangan.

{2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada:
a.  Kelompok Pembiayaan, Jenis Penarimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana Cadangan,
b. Bagiar, Kelompok, dan jenis Belanja Modal.

Bagian Kelujuh
Proses Penyusunan APBD

Pasal 37

(1) Dalam rangka menyiapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanj1 Daerah, Pemerintah Daersh
bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Urmum APBD.

{2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umom APBD sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
berpedoman pada Pola Dasas Daerah, Rencana Stralegis Daerah dan alau dokumen
perencanaan Daerah lainnya vang ditedapkan Daerah.

{(3) Mekanisme penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Kepulusan Kepala Daerah.

Pasal 38

{1} Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1),
Kepaia Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

(2) Untuk menyusun strategi dan Prioritas APBD, Kepala Daerah membentuk Tim Anggaren
Eksekutif yang diketuzd oleh Sekretaris Daersh dan Anggotanya terdiri dan unsur pejabal
perangkat Doerah yang terkail.

(3) Mekanisme penyusunan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Kepulusan Kepala Daerah.

Pasal 39

(1) Berdasarkan Arah dan Kebjjakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1), serta Strategl dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayal (1), Kepala
Daersh menetapkan kebijakan penganggaran Unit Kesja sebagai pedoman Perangkal Daerah
untuk menyusun usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.



(2] Mekanisme pembuatan kebijakan penganggararn init Kerja sebagaimana dimaksud pada aya!
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dasrah.

Pasal 40

{1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayal
[1} disusun temasarkan pendekatan kinerja dan ditetapkan daiam Rencana Anggaran Satuan
Kera.

(2] Penyusunzn usulan Program, Kegiatan dan Anggaran serfa Fomat Rencana Anggaran Saluan
Kefia dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud paca ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah.
Pasat 41

(1 Rencana 4nggaran Satuan Kefja sebagaimana dimaksud pada Pasai 40 ayai (2) disampaikan
kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas dalam rangka penyusunan APBL,

(2 Hasil pembahasan terhadap Rencana Anggaran Satuan Kena sebagaimang dimaksud pada ayat
{1) digunakan sebagai dasar penyusunan APBL.

Fasal 47

(1) Peraturan Daerah tentang APBD besera lampirannya merupakan bDagian yang ‘idsk
terpisahkan satu sama lain.

{2) Lampiran Rancangan Perafuran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat terdin dar:
a. Ringkasan APBD;
b. Rincian APBD;
¢. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang Pemenintahan dan Parangkat Daerah;
d. Neraca Daerah.

{3) Rincian APBO sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b memuat uraion kelompok jenis das
ohiek Pendapatan, belanja serta pembiayaan.

Bawan Xedelapan
Fanetapan APED
Pasal 43

(1} Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan  Daerah eniang APED besena
lampirannya kepada kepada DFRD untuk dimintakan persetyjuan.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disedai
dengan Nota Keuangan,

{3} DPRD menelapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagamana dimaksud
pada ayat (1}

(4] Persetujuar DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APAD memnjadi Peraturar

Daerah fentang APBD paiing lambat safu bulan satelah Arggaran Pendapatan dan Helanja
Negara { APBN ) ditefapkan.

(5) Jika OPRL belum menyelujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APED Pemenntah Gaerzh
tdapat menggunakan APBU tahun anggarar sebelumnya sebagal dasar pelaksanaan APALD.

{6} Susunan Neta Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditelapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.
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Pasal 44

(1) Pefaturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuli dengan Keputusan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD.

1 ' ' K
{2} Keputusan Kepala Daersh sebagaimana dimaksud ;}ada ayat (1} disusun menunut Kedompo
Jenis, Obiek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta format penjabaran APBD.
Pagal 45

{1} Berdasarkan Pefaturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Dokumen Anggaran
Satuan Kefja .

(2) Berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditgtapkan
anggaran Pendapatan dan Belanja sefiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh Penggina Anggaran.

(3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu butan setelah Peraturan Daerah
tentang APBD ditetapkan.

{4) Format Dokumen Anggaran Satuan Kera dimaksud pada ayai (1} ditetapkan dengan Kepufusan
Kepala Daerah.
Bagian Kesembilan
Perubahan APBD
Pasal 46

(1) Pesubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
a. kebijakan Pemerintah Pusat dan alau Pemenntab Daersh vang bersipat strategis;

b. penyesuaian akibal melebihi target pensrimaan atau fidak tercapainya larget panermaan
daerah yang ditetapkan;

c. lefjadinya kebutuhan yang mendesak.

{2} Hal - hal yang mefalarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas barsama dengan OPRD
dan selanjutriya dituangkan dalam perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBO serta perubahan
sirategi dan Priontas APBD.

(3) Perubahan Arsh dan Kebiiakan Umum APBD serta Perubahan stralegi dan Prioritas APBD
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diletapkan oleh Kepala Dzerah sebagai Pedoman
Perangkat Daerah dalam rnenyusun usuian penvbahan program, kegialan dan anggaran.

(4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksyd pada ayat (3)
dituangkan dalam Perubshan Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkal
Daerah kepada Tim Anggaran Eksekutif uniuk dibahas.

(5) Hasil pembehiasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada
aval (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.

{6) Perubahan APBD memuat Anggaran yang fidak mengalami penibatan dan yang mengalami
perubahan.
Fasal 47

(1) Dokumen Peraiuran Daerah tentang Perubahan APBD terdini dari Peraturan Daersh tenia
Persbahan APBD beserta lampirannya. "

{2 Lampi_ran Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri darf :
a. Ringkasan Perubahan APBD:;



b. Rincian Perubahan APBD; . -
¢. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;

d. Neraca Daerah.

(3) Rincian Ferubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian
kelompok, jenis, dan objek pendapalan, belanja dan pembiayaan.

(4) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya tercantum dalam lampiran
Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang lidak terpisahkan satu sama lain

Pasal 48

(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta
lampirannya kepada DPRD untuk dimintakan persetujuannya.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserai
dengan Nota Perubahan APBD.

(3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan

oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga
bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(5) Susunan Nota Perubahen APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 49

(1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD

(2) Kaputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok
jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan seda Format Penjabaran
Perubahan APBD.

Pasal 50

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah menetapkan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.

(2)  Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kefja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
oleh Pengguna Anggaran.

(3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan selelah
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

(4) EﬂvrmartI Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala
aerah.

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN KAS
Bagian Pertama
Prinsip Umum Pengelolaan Kas

Pasal 51

(1) Pancatata_n Penerimaan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan
mencatat jumiah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
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(2) Pengukuran Penerimaan dan Pengeluaran menggunakan mata uang mpiah berdasarkan nilai
sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima, apabila terdapat penerimaan dalam mata
uang asing maka harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs lengah
Bank Indonesia) pada saat pengukuran penerimaan/pengeluaran

(3) Setiap penerimaan dan pengeluaran kas masing-masing dicatat dalam buku jumal penerimaan
dan pengeiuaran kas.

Pasal 52

Dalam melakeanakan tugas sebagai pengelola kas, Bendaharawan Umum Daerah agar senantiasa
mempedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Bendaharawan Umum Daerah bartanggung jawab mengurus uang daerah yang dapat secara
tunai maupun penukaran/pencairan surat berharga dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada
Kepala Daerah.

2. Bendaharawan Umum Daerah menyelenggarakan pembayaran atas dasar SPMU yang
diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah setelah teriebin
dahulu dilakukan pengujian dengan daftar penguiji.

3. SPMU harus ditandatangani oleh pejabat yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Sural
Keputusan dan harus diberi nomor urut menurul tata cara yang sistematis dengan batas
maksimum lamanya penukaran/penggantian SPMU selambat-lambatnya tiga bulan.

4, Pembayaran SPMU oleh Bendaharawan Umum Daerah harus dibubuhi tanggal dan pembayaran
lunas beserta cap Bendaharawan Umum Daerah dan dafar penguji SPMU setelah proses
pembayaran harus disobek oleh Bendaharawan Umum Daerah kemudian diletakkan pada SPMU
bersangkulan disebelah sudut kanan.

5. Tata cara pembukuan penerimaan dan pengeluaran uang daerah mengikuti prosedur
pembukuan yang dituangkan dalam prinsip pembukuan atau prisnsip akuntansi yang berfaku.

6. Pengurusan Bendaharawan Umum Daerah yang mengakibatkan kesalahan, kelalaian atau
kealfaan dapat digunakan sebagai alasan bagi Kepala Daerah untuk memberikan peringatan dan
atau menuntut ganti rugi kepada Bendaharawan Umum Daerah.

7. Bendaharawan Umum Daerah dapat menangguhkan pembayaran SPMU, apabila uang daerah
dalam posisi saldo kurang dan memberitahukan kepada Kepala Daerah agar ditempuh upaya
penambahan uang daerah.

8. Penyimpanan uang daerah yang lidak digunakan/dana cadangan hanya dapat disimpan dalam
bentuk deposito pada Bank dengan persetujuan Kepala Daerah.

9. Bendaharawan Umum Daerah dalam menjalankan fungsinya berpedoman pada kelentuan yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 53

Pemegang Kas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola kas agar senantiasa mempedomani
ketentuan sebagai berkut :

1. Pada setiap bukli transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kas turut ditandatangani/disetujui
oleh atasan langsungnya.

2. Sefiap Pemegang Kas wajib melakukan pembukuan, membual register/catatan dan menyusun
Fapm*anr pertanggungjawaban bulanan yang ditandatangani/ disetujui oleh atasan langsungnya
untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

3. Prosedur pengajuan permintaan dana dan lala cara penyelenggaraan buku / catatan

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum.



4. Penyimpanan Uang harus di Bank Nagan ( BPD ) atau bank pemerintah lainnya jika tidak ada
Bank Nagari ( BPD ) dan cisimpan atas nama jabatan.

5. Pengggunaan model dan format pembukuan/cataian serta dokumen keuangan daerah lainnya
disesuaikan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 54

Kasir dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola kas agar senanlizssa mempedomani

ketentuan sebagai berikut :

1. Berfungsi menerima, membukukan, menyimpan dan menyetorkan penenmaan daerah ke Kas
Daerah menurut batas waktu yang ditentukan serta melaporkan/mempertanggungjawabkan
kepada Kepala Daerah.

2. Kasir menyelenggarakan pencatatan menurut tata cara yang diatur dalam Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah.

3. Penerimaan Daerah yang diterima harus segera disetorkan pada kesempatan perlama ke
Rekening Kas Daerah dan dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai kegiatan dinas
tempat Kasir dimaksud bekerja.

Bagian Kedua
Penerimaan Kas
Pasal 55

(1) Setiap penerimaan Kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah.
(2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran ( STS ) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang Sah.

(3) STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi,

(4) Format STS dan tata cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 56

(1) Khusus untuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pendapatan Asli Daerah, Satuan

Pemegang Kas menunjuk Kolektor Uang Pada Unit kerja tertentu yang bertugas mengumpulkan
Uang hasil Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah.

(2) Kplekiur Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh Uang yang
diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saal
uang kas tarsebut diterima.

Pasal 57

_Saluan_ Pemegang Kas dilarang menyimpan uang yang diterimanya atas nama pribadi atau
Estansmya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya, selain Bank yang ditunjuk oleh Kepala
aerah.

Pasal 58

(1) Unluk kelancaran penyetoran uang, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan lembaga

:{E:;angan atau kanlor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang

(¢) Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor
seluruh uang kas yang diterimanya ke Rekening Kas Daerah secara penodik.
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3) Badan, jembaga keusngan alau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat [1

¥ mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang ditenmanya kepada Kepata Daerah melalui
Bendahara Umum Daerah,

{4) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diletapkan gengan
Keputusan Kepala Daerab.
Pasal 59

(1) Semua kas yang diterima kembali dari pengsiuaran yang ieizh diselesaikan dengan SPMU
dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.

(2) Penarimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang tefadi selelah tahun anggaren
ditutup, dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Laindain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah.

Pasal 60

{1) Penerimaan kas yang berasal dar hasil penjualan dan atay ganti rugi pelepasan hak asel
Daersh dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daersh, jenis Lain-lain pendapatan Asli
Daerah yang sah.

(2) Penerimaan Kas yang barasal dar hasil penjualan dan atau ganti rugi palepasan hak aset
Daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok Pembiayaan, jenis Penenmaan Daerah,
pbyek Hasil Penjualan Aset Daerah yang diptsahkan.

Pasal 61

Penerimaan kas yang berasal dan pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak kefiga
dibukukan pada pos Urusan Kas dan Pertitungan (UKP).

Bagian Keliga
Pengeluaran Kas
Pasal 62

(1} Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan
Peraturan Daesah tentang APBD disahkan dan ditampatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali
untuk belanjs pegawai yang formasinya lelah ditelapkan .

{2} Pengecuaiian dan ayal (1) diuar belanja pegawai diatur dengan surat Keputusan Kepala
Daerah,

(3; Untuk pengeluaran kas atau beban APBO, terlebih dahuty diterbitken SKO atau surat kepulusan
lainnya yang disamakan dangan itu, yang diietapkan dengan Kepulusan Kepala Daerah.

(4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan alas Anggaran kas vang
ditetapkan dengan Keputusan Kepalz Dasrah.

{5) Setizp pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
{6) Format SKQ dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayal {3) disesuaikan dengan
ketentiran perundang-undangan yang beriaku.
Pasal 63

Sefiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesabkan sural bukfi yang

menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari .
buki tersebut, poaeteen

Pasal 64

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pemgguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat
yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. o pada b



(2] SPP scbagaimana lersebut pada ayat [1) diajukan selelah SKO diterbitkan.

(3) Pangajtan pengeluaran kas unfuk pembayaran beban letap dilakukan dengan SP# Beban Tetap
(SPP-BT).

[4} Pengajuan pengetuaran kas uniuk pembayaran beban yang Dersifat sgr_nentara gleh satuan
pemegang kas ditakukan pengisian kas.dengan manggunakan SFP- Pengisian Kas (SPP-PK).

(5) Sistem dan prosedur pengeluaran kas demgan SPP-BT dan SPP-PK dietapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 65

(1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara
membuat SPJ yang ditampiri dengan bukti-bukt: yang sah.

(2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
Daerah paling lambat tanggat sepuluh bulan berkutnya.

{3 Format 3PJ dan cara pengisiannya sebagaimana gimaksud pada ayat (1) difetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Keempal
Pengeluaran Pambiayaan
Pasal 66

Jumiah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan
pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 87
(1) OCans cadangan dibukukan dalam rekening tersendisi atas nama Dana Cadangan Pemeriniah

Daerah, yang dikelota cleh bendaharawan Umum Daeral.

{2) Dana Cadangan lidak dapat digunakan untuk membiayai program/ kegaitan lain diluar yang telah
ditelapkan.

(3) Program/ kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 36 ayat {2} dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan lelah tercapai.
{4} Untuk pefaksanaan program/ kegialan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadanpan
dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.
Pasal 68

Penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai das Dara Cadangan diparakukan
sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya,

Bagian Kelima
Tata Usaha Utang Daerah
Pasal 69

{1} Utang daerah jangka pendek dan panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.

{2) Psnatausahaan pelaksanaan programkegiatan yang dibiayai dani utang Daerah diperakukan
sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

(3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Utang Daerah dicantumkan datam Daflar
Utang Daerah.
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BAB V
PEMGADAAN BARANG DAN JAGA
Bagian Pertama
Azas UUmum Pengadaan Barang [tan Jasa

Pasal 7

Pengadaan barang / jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang atal jasa
fersebut diperiukan untuk pelaksanaan kegiatan sesual cengen ‘ugas pokok dan furgsi
perangkai Daerah yang bersangkutan.

Pengguna barang Daerah wajb mengefols barang Caerah sesuai dengan peraturan

perundangan yang bariakL.

Pengadaan barang dan jase di lingkungan Pemerintah Daeran waib cilaxsanakan dergan

prinsip-pringip !

a. Efisien yaitu pengadean barang / jasa harus menggunakan dana dan daya yang lerbanas
untizk mencapai sasaran dalam waktu yang singkat dan dapat diperlanggung.awabkan;

b, Efekit yaitu harus sesuai dengan kebutuhian dan memben manfaat sesua. dengan sasaran,
Bersaing yaitu dilakukan melalui Peleiangan ! seleks yang sehat;

d. Transparan yaity semua ketentuan dan miormasi mengenai pengadaan barangfasa sifataya
terbuka bagi peserta pengadaan barang/asa,

g. AdiMidak disknrminati! yaitu membern perlakuan yang sama dan tidak memben keunturtgan
pada pihak terlenty;

f.  Beranggungjawab yaitu harus mencapai sasaran baik fisk, keuvangan seta manfaat bagy
kelancaran tugas pemenntah dan pelayanan masyarakat.

Bagian Kedus
kewajiban Dan Larangan Bags Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa

Fasal 71

Tugas pokok Kepala Kantor § Satuan Kerja / Pimpinan Kegatan ! Pimpinan Bagian Kegiatan /
Pejabat yang dilunjuk | yang bertanggungjawab atas pengadasn barangfasa (pengguna
barang4asa) adalgh

a. Menyusun rencana dan jadwal pefaksanaan kegiatan hersangkutan;
b.  Mengangkat / menunjuk panitia pengadaan barang / jasa;

c. Menetapkan paket-paket pekeraan serla kelentuan mengenai kewajiban penggunaan
produlisi dalam negr:

4. Menetapkan dan mengesahkan Harga Pemakaian Sendin (HE'S), jadwal fata cara
pelaksanaan dan lokasi pgngadaan yang disusun panitia pangadaan;

& Menetapkan besaran uang muka;
f. Menyiapkan dan melaksanakan peranjianiontrak’
Medaporkan pefuksanaan /penyelesaian pengadaan harang/asa kepata pimpinan;

Memantau, mengengalikan dan mengawasi pelaksanasn penanjlan | kordrak  yang
bersangkutan;

> @

l. f-.dewerah.‘-_qan assel kegiatan dengan Berita Acara kepada pejabal yang berwenang sclelah
kegiatan dinyatakan selesai.



(2) Hakhal yang dilarang bagi pengguna barang / jasa adalah :

d.

Memecah pengadaan barangfjasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari
pelelangan;

Menyatukan / memusalkan beberapa kegialan yang lersebar di beberqpa Daerah yang
menurut sifet pekerjaan dan tingkal efisiensinya seharusnya dilakukan di Daerah masing-
masing;

Menyaiukan / menggabung beberapa paket pekerjaan yang seharusnya dilakukan cfgh
usaha kecil / koperasi kecil setempat menjadi satu paket pekerjagn yang dilaksanakan oleh
pefusahaan / koperasi menengah dan atau besar,

Menentukan krileria, persyaratan dan prosedur pengadaan yang diskriminabif dan
pertimbangan yang tidak objektif.

Bagian Ketiga
Melode Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 72

(1) Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa dapal ditakukan dengan metode :

Peielanggn, vailu pengadaan barangfase yang dilakukan secara terbuka untuk umum
dengan pengumuman secara luas,

Pemilihan Langsung adalah pengadean barangfasa tenpa melalui pelelangan dan hanya
gikuti oleh penyedia barangfjasa yang memenuht syarat, yang dilakukan gdengan cara
membandingkan penawaran dan melakukan negosiasi, baik lekhnis maupun harga sehingga
dapat diperoieh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Penunjukan Langsung, yailu pengadaan barang/fjasa dengan cara menujuk langsung kepada
salu penyedia barangfasa;

Swaksaiola, yaitu palaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikedakan dan diawasi sendir
olek satuan unil kerja dengan menggunakan tenaga dan alal-alal sendin, upah borongan
tenaga.

(2) Pelaksanaan mefode sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a sampai d berpedoman pada
ketentuan yang beraku.

Bagian Keempal
Tata Cara Pengadaan Barany Dan Jasa

Pasal 73

(1) Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dan Jasa lainnya secara umum dapat dilaksanakan
dengan fafa cara sebagai berikui

Penyiapan Dokumen Pengadaan;

b. Penyampaian Cokumen Penawaran:
c.
d

Evaluasi Fenawaran;

- Tenggang wakiu peloksanaan pengadaan dengan melode peledangan muiai  dari

pengumuman sampai penelapan pemenang dilaksanakan secepat-cepalnya 36 han kerja
dan selambatdlambatnya 45 hari kerja,

(2} Pelaksanean taia cara sebagaimana dimaksud pada hunuf (a) sampai {d) be an
ketentuan yang beraku. (a) sampai {d) berpedoman pada



BAB VI
HAL-HAL LAIN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Penyusunan Rencana Anggaran Multi Tahunan

Pasal 74

Perencanaan Anggaran Daerah termasuk kategor rencana jangka pendek dan apabils dipandang
pertu Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana anggaran muiti tahunan.

Pasal 75

Perencanaan pada dasamya dapat dikiasifikasikan menjadi tiga kategor yaitu
1. Rencana Jamgka Panjang {ima tahunan).

2. Rencana Jangka Menengah {tiga lahunan].

3. Rencana Jangka Pendek { tahunan ).

Fasal 76

Penyusunan rencana Anggaran Daerah harus didasarkan kepada Pola Oasar dan Rencana Strategis
(Rensira) dan harus sesual dangan arah dan kebijakan Pemeniniah Daerah yailu

1. Visi, Misi, lujuan, sasaran dan kebijakan yang ditelapkan dalam Rencana Strategis Dasrah dan
dokumen parencanaan lainnya yang diletapkan oleh Daerah.

2. Aspirasi masyzrakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan
gagrah.

3. Memuat ash yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakali antara DPRD dengan
Pemefintah Daerah.

4. Memberkan fieksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjul dan membad peivang untuk
pengembangan kreativitas pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran

Pasal 77

{1) Bila dipandang peru dalam tahun beraian, Pemerintah Dazerah dapat melakukan pergeseran
anggaran,

(2) Pelaksanaan pergeseran anggaran dapat dilakukan uniuk meningkatkan efisiensi dan efeklifitas
Anggaran Daerah.

(3) Mekanisme pergeseran anggaran ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Eﬂpu:.rsan Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan akuntansi yang
aku.
Bagian Katiga
Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah dan
Proses Penyusunan Perhitungan APED

Pasal 78

(1} Setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepata Dagrah menyusun Laporan Perfan i
Kevangan Daerah yang terdiri dari - " e aoungiBwasen
a. Laporan Peritungan APBD:

b. Nota Perhitungan APBD:

¢. Laporan Aliran Kas;

d. Neraca Daearah.



(2) Laporan Ferhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) hunif a berupa peritungan alas
pelaksanaan dari semua yang lelah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan baik
kelompok Pendapalan, Belanja maupun Pembizgyaan.

(3) Nela Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1} kuruf b disusun berdasarkan Laporan
Perfilungan APBD dan memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daeran, Balénja Daersh dan
Pembiayaan serta kinefja keuangan daerah.

{4) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ menyajikan infar_masi menge;nai
sumber dan penggunaan kas dalam akiwitas operasi, aklivitas inveslasi dan aktvias
pembiayaan yang disusn dengan metode langsung atau metode tidak langsung.

(54 Meraca Daersh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenal posisi
akliva, utang dan ekuitas dana pada akhir lahun anggaran.

Pasat 78

Sefelah tahun anggaran berakhir, pejabal yang bertanggungjswab atas perbendaharaan difarang
menerbitkan SPMU vang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Fasal 80

(1) Bendahara Umum Dgerah menutup semua lransaksi penedmaan kas dan lransaksi
pengeluaran kas setelah tahun anggaran berakhir.

{2) Selambat-lambalnya satu hani kerja setetah tahun anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah
melakukan penghitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 81

{1) Selelah tahun anggaran berakhir, sermua buku calalan akuntansi ditutup yaitu dengan membual
jumal pada Buku Jumal Umum.

(2) Semua lransaki yang lefadi setelah berakhimya jahun anggaran berkenaan dimasukkan
sebagai transaski lahun berkulnya.

Pasai 82

(1) Kepala Dasrah yang bertanggung jawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan drafl
Rancangan Peraluran Daerah lentang Perhitingan Anggaran dengan membentuk Tim
Perhilungan Anggaran.

(2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan APBD setelsh perubahan,

(3) Uraian perhilungan APBD lerdiri dari anggaran selelah perubahan, rincian realisasi dan
pesitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapalan/belanja daerah.

(4) Perhilungan selisih sebagaimana dimaksud ayat (3) diserta penjelasan penyebab lernadinya
selisih fersebul, bak karena fakior terkendali maupun tidak terkendat.
Pasal 83

(1) Rancangan Pereluran Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 82

disampaikgn oleh Kepala Daerah kepada DPRD unluk dimintakan persetujuan dilamgin dengan
Nota Parhitungan APBD, 1 aporan Aliran Kas.

(2} Sebelurp Rangangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibahas, DPRD
mensasiafisasikan kepada masyarakat uniuk mendapat masukan.

{3} Masukan dan masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan
pada Peraturan Daergh fentang Perhitungan APBD.



Pasal 84

(1) Agenda pembahasan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ditariukan oleh DPRD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah feniang Perhitungan APBD yang jelah disetujui gleh DPRD
disahkan ckeh Kepala Dasrah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal §5

{1} Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjut dengan Keputusan Kepala Daerah
fentang Penjabaran Perhitungan APBD.

{2) Penjabaran Pertilungan APBD sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
lampiranfampiran yang merupakan bagian tak terpisshkan dad Keputusan Kepala Daersh
lersebuf.

(3) Lampiran Kepulusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2] lerdini dart
Ringkasan Perhitungan APBD;

Laporan Perhilungan Sisa Anggaran Tahun Berkenaan;

Rincizn Perhilungan APBD;

Daflar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemeriniahan dan Perangkal
Dasrah;

Daftar Piutang Daeraf,

Daftar Pinjaman Daerah;

Daftar lvesiasifPenyertaan Caerah;

Daftar Realisasi Dana Cadangan;

Daftar Cek yang belumn dicairkan;

Daftar Aset yang diperoleh pada Tahun Anggaran berkenaan.

apowm
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Bagian Keempat
Prosedur Penggunaan Anggaran Untuk Pengeluaran Tidak Tersangka

Pasai 86

(1) Anggaran unfuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian
anggaran tersendiri.

(2) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah dan dibentahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan lerhitung sejak tanagal
ditetapkannya Kepulusan Kepala Daerah.

Pasai 87

(1) Belanja tidak lersangka dianggarkan untuk pengaluaran penanganan bancana alam, bencana

sosial, dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemenintahan daerah.

i} Pengelluarm lainnya yarg sangat diperiuskan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yailu :

d. Pengeluaran-pengeiugran yang sangat dibutuhan untuk penyediaan sarana dan prasarana

langsung dengan pelayanan masayarskal, yang anggarannya lidak tersedia dalam tahun
anggaran bersangkutan dan ;

b. F‘pngemhalian a?as kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang kelah
ditutup dengan didukunrg bukti-bukti yang sah.



Bagian Kelima
Jadwal Laporan Pelaksanaan APBD ke DPRD

Pasal 88

Untuk menyampaikan Laporan Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD sefiap tahun, Kepala
Daerah menyusun Perhitungan APBD berikut Penilaian Kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 89

(1) Perlanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah didepan sidang
Paripuma DPRD), paling lambat tiga bulan setelah berakhimya tahun anggaran.

(2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang felah dibacakan oleh Kepala Daerah
kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme
dan ketentuan yang berlaku.

(3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paiing lambat selesai dalam satu
bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan,

(4) Apabila dalam satu bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat
diselesaikan, pertangungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dapat diterima.

Bagian Keenam
Investasi Daerah
Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah dapal melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau
bentuk lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

(¢) Sumber-sumber investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Daerah dan setiap akhir tahun anggaran dilaporkan kepada DPRD.
Pasal 91

(1) Apabila diperkirakan pendapatan Daerah lebih kecil dan rencana belanja, Daerah dapat
membentuk Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) dan atau lembaga lainnya yang dapat
meningkatkan pendapatan Daerah atas persetujuan DPRD.

(2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan setiap akhir tahun anggaran menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.
Bagian Ketujuh
Penghapusan Aset Daerah
Pasal 92
(1) Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset

daftar inventaris aset Daerah.

(2) Tatacara penghapusan aset daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 93

Penambaha_an atau pengurangan nilai akibat perubahan status hukum aset milik Daerah dibukukan
pada rekening Aset Daerah tersebut dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.
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Pasal 94

(1) Barang Daersh yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan,
dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

(2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
a. penghapusan tagihan Daerah sebahagian atau seluruhnya,
b. perselujuan penyelesaian sengkela perdata secara damai;

c. findakan hukum lain mengenai barang milik Daerah meliputi menjual, menggadaikan,
menghibahkan, tukar guling dan atau memindah tangankan.

Pasal 95

(1) Penghapusan barang fidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah
memperoieh persetujuan DPRD.

(2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan
semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah dan dibertitahukan kepada DPRD.

(3) Penghapusan barang bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan
kepada DPRD.
Pasal 96

(1) Rumah ginas yang dapat dijual adalah rumah dinas yang golongannya ditetapkan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penjualan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
DPRD.
Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Pemenksaan

Pasal 97

(1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan olen DPRD,
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifal pemeriksaan.

Pasal 98

(1) Pengawasan Fungsional dan Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Daerah dilakukan oleh

E:gag Pengawas Daerah (Bawasda) berdasarkan peraturan perundang — undangan yang
aku.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 99

Ke;:ralal[}aerah Ldapat memberikan izin kepada aparat pengawasan/pemeriksaan selain Bawasda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang herlaku .

Bagian Kesembilan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 100

(1) Sefiap kerugian daerah baik sebagai akibal perbuatan melan '
etiap ggar hukum atau kelalaian h
diganti oleh yang bersangkutan. : e



(2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera selelah
diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan
dari pihak manapun.

Pasal 101

(1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap
kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pegawai Pengelola Keuangan
Daerah dan pegawai lainnya.

(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Ketentuan—ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan

kondisi Daerah dan dengan memperhatikan perkembangan peraturan Perundang-undangan yang
beriaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkandi Padang
pada tanggal 18 Desember 2003

Pj. WALIKOTA PADANG

bl

ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Drs. HLIS SANI
Pembina Tk.I NIP. 410003886
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